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INTISARI 

      Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan 

kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian yang tidak dilaksanakan dapat 

mengakibatkan pemakaian obat yang tidak tepat guna, banyak terdapat obat 

kadaluarsa serta tumpang tindih anggaran. Tujuan riset ini adalah mengetahui 

tingkat implementasi standar pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP berdasarkan 

PMK No. 74 Tahun 2016 di Puskesmas Kota Semarang. 

      Apoteker penanggung jawab di puskesmas yang berada di wilayah Kota 

Semarang melakukan pengisian kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai standar 

pelayanan kefarmasian dalam aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP. 

Tingkat implementasi ditentukan dari jawaban kuesioner yang meliputi selalu, 

sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. 

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh proses dalam pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP telah terimplementasikan dengan baik sesuai PMK No. 74 

Tahun 2016. 

      Kesimpulan yang dapat diambil yaitu standar pelayanan kefarmasian dalam 

aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas Kota Semarang telah 

terlaksana sesuai PMK No 74 Tahun 2016 dengan persentase implementasi sebesar 

96,83% yang mana termasuk dalam kategori baik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

      Standar pelayanan kefarmasian merupakan suatu tolak ukur yang 

dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam 

menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Puskesmas merupakan satu diantara 

beberapa tempat penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian. Standar 

pelayanan kefarmasian puskesmas diatur dalam PMK No. 74 Tahun 2016. 

Terdapat dua aspek standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, namun yang 

akan dibahas pada penelitian ini ialah aspek pengelolaan sediaan farmasi dan 

BMHP (Kemenkes RI, 2016). 

      Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas belum dilaksanakan 

sesuai standar secara keseluruhan. Pelayanan kefarmasian yang tidak 

dilaksanakan sesuai dengan standar dapat mengakibatkan pemakaian obat yang 

tidak tepat guna, banyak terdapat obat kadaluarsa serta tumpang tindih anggaran 

(Wahyuni, 2021). Namun apabila pelayanan kefarmasian dijalankan dengan 

memperhatikan kode etik dan standar pelayanan yang berlaku maka dapat 

meningkatkan mutu dan menimbulkan kepuasan bagi setiap pasien (Muninjaya, 

2015). 

      Penelitian sebelumnya pernah dilakukan di Puskesmas Karang Malang, 

Kota Semarang. Pada penelitian tersebut diketahui puskesmas sering 

mengalami kehabisan obat karena terjadi kekosongan persediaan obat di 

Pedagang Besar Farmasi (PBF), selain itu kehilangan obat di IGD sering terjadi 



2 
 

 
 

karena tidak ada tenaga kefarmasian yang berjaga pada saat malam. Hal ini jelas 

dapat menurunkan implementasi standar pelayanan kefarmasian di puskesmas 

(Hamdani & Indrawati, 2022). Begitu pula pada Puskesmas Woolaang, 

diketahui puskesmas mengalami kekosongan obat karena PBF yang ditunjuk 

oleh dinas kesehatan kabupaten/kota mengalami kekosongan persediaan. 

Akibatnya, pasien terpaksa harus membeli obat secara mandiri di luar 

puskesmas (Asnawi et al., 2019). 

      Penelitian yang lain juga pernah dilakukan di Puskesmas Kota Tomohon, 

pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP telah terlaksana dengan persentase 

87,5% dan masuk ke dalam kategori baik. Namun, kegiatan pemusnahan-

penarikan sediaan farmasi dan BMHP tidak terlaksana karena pihak Dinas 

Kesehatan Kota Tomohon belum pernah memberi perintah kepada puskesmas 

untuk melakukan kegiatan pemusnahan dan penarikan (Pangemanan et al., 

2021). Puskesmas Manado juga telah melaksanakan pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP sesuai standar dengan tingkat implementasi sebesar 88,23% 

(baik). Namun, kegiatan administrasi (pencatatan dan pelaporan) di puskesmas 

tidak dapat terlaksana karena keterbatasan tenaga kefarmasian sementara 

Apoteker tidak mampu menjangkau semua kegiatan (Astuti, 2021). 

      Berlandaskan paparan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

analisa terhadap implementasi standar pelayanan kefarmasian pada aspek 

pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas khususnya di wilayah 

Kota Semarang agar dapat mengevaluasi penerapan dan menjadikannya sasaran 

perbaikan di masa depan. 
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1.2. Perumusan Masalah 

      Berlandaskan latar belakang masalah di atas, didapatkan rumusan 

permasalahan yaitu bagaimana tingkat implementasi standar pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP yang berasaskan pada PMK No. 74 Tahun 2016 di 

Puskesmas Kota Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

      Mengetahui. tingkat implementasi standar pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP yang berasaskan pada PMK No. 74 Tahun 2016 di 

Puskesmas Kota Semarang. 

1.3.2. Tujuan khusus 

      Mengetahui. tingkat implementasi standar pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP yang terdiri atas penerimaan, permintaan, 

perencanaan, penyimpanan, pendistribusian, evaluasi dan pemantauan, 

penarikan dan pemusnahan, administrasi, serta pengendalian di 

Puskesmas Kota Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoretis 
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1) Memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan standar pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP yang berasaskan pada PMK No. 74 

Tahun 2016.  

2) Menjadi referensi dalam bidang pelayanan puskesmas baik bagi 

mahasiswa farmasi maupun mahasiswa profesi apoteker. 

1.4.2. Manfaat praktis 

1) Sebagai. objek evaluasi. dalam implementasi standar pelayanan 

kefarmasian di puskesmas bagi apoteker yang berpraktek di 

puskesmas. 

2) Sebagai objek evaluasi dalam implementasi standar pelayanan 

kefarmasian di puskesmas bagi pihak terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Sediaan 

Farmasi dan BMHP 

      Implementasi ialah  kegiatan dinamis yang  benar-benar direncanakan dan 

dilaksanakan terhadap standar tertentu agar tujuan kegiatan dapat tercapai 

(Novan, 2018). Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas khususnya dalam 

aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang diimplementasikan 

dengan baik akan menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan 

sediaan farmasi dan BMHP yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan 

kompetensi/kemampuan tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi 

manajemen, dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan (Kemenkes RI, 

2016). 

 

2.2. Pelayanan Kefarmasian 

      Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung 

jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud 

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Sarana 

yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian salah satu 

diantaranya yaitu puskesmas (Kemenkes RI, 2016). 
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2.3. Puskesmas 

      Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat 

pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotive dan preventif di 

wilayah kerjanya (Kemenkes RI, 2019). Puskesmas merupakan suatu 

organisasi profesional yang berfungsi melakukan pengembangan dan 

pembinaan terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas juga berfungsi 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat. 

Puskesmas memiliki 3 fungsi utama yaitu, puskesmas sebagai penggerak 

dalam peningkatan wawasan kesehatan, puskesmas sebagai tempat untuk 

memberdayakan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, dan 

puskesmas sebagai tempat pelayanan kesehatan terdepan (Anggraeni, 2019). 

      Berdasarkan kemampuan pelayanan, puskesmas digolongkan menjadi 

puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat 

inap atau rawat jalan yaitu puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan 

rawat jalan, perawatan di rumah (home care), dan pelayanan gawat darurat, 

puskesmas non rawat inap juga dapat menyelenggarakan rawat inap pada 

pelayanan persalinan normal. Sedangkan puskesmas rawat inap yakni 

puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai pertimbangan kebutuhan 

pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada pelayanan 

persalinan normal dan pelayanan rawat inap pelayanan kesehatan lainnya 

(Kemenkes RI, 2019). Pelayanan kefarmasian puskesmas di selenggarakan di 
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ruang farmasi dengan apoteker sebagai penanggung jawab (Kemenkes RI, 

2016). 

 

2.4. Apoteker 

      Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan 

telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker (Kemenkes RI, 2016). Apoteker 

merupakan profesi dalam bidang kesehatan yang bertanggungjawab atas 

pengelolaan obat. Apoteker memiliki peran dalam melayani masyarakat dan 

juga tenaga kesehatan lain dalam bidang kefarmasian. Sehingga kehadiran 

apoteker ditengah-tengah pasien mulai dirasakan (Made Ary Sarasmita et al., 

2020). Apoteker memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan 

kefarmasian, sedangkan tenaga teknis kefarmasian dapat melakukan pekerjaan 

kefarmasian yang dilimpahkan dari apoteker dalam batas tertentu (Pemerintah 

Indonesia, 2014).  

      Dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, apoteker 

dapat dibantu oleh apoteker, tenaga teknis kefarmasian dan/atau tenaga 

kesehatan lainnya berdasarkan kebutuhan, apabila puskesmas belum memiliki 

apoteker sebagai penanggung jawab, penyelenggaraan pelayanan kefarmasian 

secara terbatas dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian di bawah pembinaan 

dan pengawasan apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan 

kabupaten/kota. Pelayanan kefarmasian secara terbatas meliputi, pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP, pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan 

informasi obat, dan monitoring efek samping obat (Kemenkes RI, 2020). 
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2.5. Standar Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Sediaan Farmasi dan 

BMHP 

      Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan 

sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan 

pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 

standar pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP serta standar pelayanan 

farmasi klinik (Kemenkes RI, 2016). Pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP 

meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut; 

2.5.1. Perencanaan 

      Perencanaan ialah proses yang sangat penting karena dapat 

mempengaruhi ketersediaan obat di puskesmas, apabila kegiatan 

perencanaan tidak terlaksana dan ketersediaan obat tidak terpenuhi 

maka dapat mengakibatkan pelayanan yang tidak optimal 

(Mardiayana, 2021). Perencanaan bertujuan untuk membuat daftar 

kebutuhan obat dengan menggunakan suatu pedoman. Pedoman 

yang digunakan yaitu Formularium Nasional dan DOEN (Najoan et 

al., 2019). 

Proses seleksi sediaan farmasi dan BMHP dilakukan dengan 

mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi sediaan farmasi 

periode sebelumnya, data mutase sediaan farmasi, dan rencana 

pengembangan. Proses seleksi sediaan farmasi dan BMHP juga 

harus mengacu pada DOEN dan Formularium Nasional. Proses 



9 
 

 
 

seleksi ini harus melibatkan tenaga kesehatan yang ada di 

puskesmas seperti dokter, dokter gigi, bidan, dan perawat, serta 

pengelola program yang berkaitan dengan pengobatan (Kemenkes 

RI, 2016). Kesesuaian perencanaan obat dinilai dari kesesuaian 

antara RKO dengan lembar LPLPO selama satu tahun. Perencanaan 

obat yang tidak tepat adalah ketika jumlah obat dalam RKO tidak 

sama dengan jumlah obat yang diinginkan dalam LPLPO. Penyebab 

ketidaksesuaian ini ialah karena penurunan jumlah penyakit, karena 

dokter yang meresepkan telah pindah tugas akibatnya obat tidak 

pernah atau jarang diresepkan lagi, atau karena meningkatnya 

jumlah kasus penggunaan obat-obatan tersebut (Roza & Pratiwi, 

2019). 

2.5.2. Permintaan 

Permintaan ialah pengadaan obat yang dilaksanakan untuk 

mendukung pelayanan kefarmasian puskesmas. Koordinator 

farmasi puskesmas mengajukan permintaan dengan menggunakan 

LPLPO sebagai syarat (Mardiayana, 2021). Permintaan merupakan 

salah satu cara pengadaan sediaan farmasi dan BMHP, selain 

permintaan ada pengadaan secara mandiri yaitu melalui pembelian 

(Kemenkes RI, 2019). 

Permintaan diajukan kepada dinas kesehatan kota, sesuai dengan 

peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah daerah 

setempat (Kemenkes RI, 2016). Dua indikator yang dilihat selama 
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proses permintaan obat yaitu mengirimkan formulir LPLPO dan 

ketepatan waktu pengiriman formulir LPLPO. Pengiriman formulir 

LPLPO dilakukan oleh puskesmas setiap bulan kepada instalasi 

farmasi kabupaten. Pada pengiriman formulir LPLPO yang tidak 

tepat waktu atau terlambat akan memengaruhi pengelolaan obat di 

IFK (Ulfa & Chalidyanto, 2021). 

2.5.3. Penerimaan 

      Penerimaan yakni kegiatan pemenuhan kebutuhan obat 

puskesmas oleh gudang farmasi di instalasi farmasi, pemasok, atau 

dari unit pelayanan kesehatan lainnya (Mardiayana, 2021). 

Penerimaan ialah proses penyerahan obat yang dilimpahkan dari 

suatu unit pengelola kepada unit pengelola lain yang berada di 

bawahannya (Chaira et al., 2016) 

      Tenaga kefarmasian wajib melakukan pengecekan terhadap 

sediaan farmasi dan BMHP yang telah diterima, mencakup jumlah 

kemasan/peti, jenis dan jumlah sediaan farmasi, bentuk sediaan 

farmasi sesuai dengan isi dokumen LPLPO, ditandatangani oleh 

tenaga kefarmasian, dan diketahui oleh kepala puskesmas. Bila tidak 

memenuhi syarat, maka tenaga kefarmasian dapat mengajukan 

keberatan (Kemenkes RI, 2016).  

Jika didapati permasalahan terhadap kualitas obat, permintaan 

untuk melakukan pemeriksaan dapat diajukan dan pemeriksaan 

dapat dilaksankan di laboratorium yang telah ditunjuk. Pemeriksaan 
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tersebut merupakan tanggung jawab pemasok yang tercantum pada 

perjanjian jual beli, di samping itu petugas yang menerima obat juga 

bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan fisik dan 

memeriksa kelengkapan dokumen yang menyertainya (Kemenkes 

RI, 2019). Penerimaan obat dapat dilaksanakan melalui dua cara, 

yang pertama yaitu dengan dibawa oleh petugas dinas kesehatan dan 

yang kedua yaitu dengan diambil langsung di gudang obat 

kabupaten (Asnawi et al., 2019). 

2.5.4. Penyimpanan 

     Penyimpanan ialah kegiatan melindungi mutu suatu obat dari 

kerusakan akibat penyimpanan yang buruk dan untuk menciptakan 

kondisi yang menguntungkan bagi pencarian dan pengendalian 

obat (Anggraini & Merlina, 2020). Proses penyimpanan memiliki 

tujuan untuk memelihara mutu sediaan farmasi, menjaga 

ketersediaan, menjaga obat dari penggunaan yang tidak tepat serta 

memudahkan pengawasan dan pencarian (Kemenkes RI, 2019). 

     Penyimpanan sediaan farmasi dan BMHP dilakukan dengan 

mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) Bentuk dan jenis sediaan, 

(2) Kondisi yang dipersyaratkan dalam penandaan di kemasan 

sediaan farmasi, seperti suhu penyimpanan, cahaya, dan 

kelembaban, (3) Mudah atau tidaknya meledak/terbakar, (4) 

Narkotika dan psikotropika disimpan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan (5) Tempat penyimpanan 
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sediaan farmasi tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang 

lainnya yang menyebabkan kontaminasi (Kemenkes RI, 2016). 

Proses penyimpanan obat di gudang farmasi puskesmas salah 

satunya diatur dengan menggunakan sistem FIFO dan FEFO 

(Wijana et al., 2020).  

2.5.5. Pendistribusian 

      Distribusi obat yaitu kegiatan penyerahan obat ke sub unit – sub 

unit puskesmas agar dapat diselenggarakan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat (Asnawi et al., 2019). Distribusi ialah suatu 

rangkaian proses untuk melakukan penyaluran obat-obatan dengan 

tetap menjamin mutu. Proses distribusi dilakukan dari gudang obat 

ke unit-unit pelayanan kesehatan (Najoan et al., 2019). Puskesmas 

memiliki sub-sub unit dan jaringan antara lain, sub unit pelayanan 

kesehatan di dalam lingkungan puskesmas, puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling, posyandu, dan polindes. Kegiatan 

pendistribusian sub unit puskesmas dilakukan dengan cara pemberian 

obat sesuai resep yang diterima (individual prescribing), pemberian 

obat per sekali minum (dispensing dosis unit) atau kombinasi, 

sedangkan pendistribusian sediaan farmasi dan BMHP ke jaringan 

Puskesmas dilakukan dengan cara penyerahan obat sesuai dengan 

kebutuhan (Kemenkes RI, 2016). 

Pendistribusian dapat berpotensi tidak terlaksana apabila 

ketersediaan obat di gudang farmasi tidak memenuhi kebutuhan 
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puskesmas. Persediaan obat di gudang farmasi yang tidak memenuhi 

kebutuhan puskesmas disebabkan karena obat masih dalam proses 

pemesanan atau bahkan kosong. Oleh karena itu, untuk menghindari 

masalah tersebut, tenaga kefarmasian harus secara teratur 

meningkatkan pemantauan obat untuk meminimalkan kekurangan 

obat (Hamdani & Indrawati, 2022). 

2.5.6. Pemusnahan dan penarikan 

Pemusnahan obat ialah kegiatan penyingkiran obat-obatan tidak 

terpakai yang disebabkan obat telah rusak, kadaluarsa, atau tidak 

bermutu. Kegiatan pemusnahan dilakukan dengan tujuan untuk 

menjaga masyarakat dari kerugian akibat pemakaian obat yang tidak 

bermutu dan tidak aman. Pemusnahan juga memiliki tujuan agar 

tidak ada lagi pengeluaran terhadap biaya penyimpanan, 

pemeliharaan, dan penjagaan dari obat yang sudah tidak layak pakai 

(Halawa et al., 2021). 

Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi 

standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh 

pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM 

(mandatory recall) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik 

izin edar (voluntary recall) dengan tetap memberikan laporan 

kepada kepala BPOM. Penarikan BMHP dilakukan terhadap produk 

yang izin edar nya dicabut oleh menteri. Pemusnahan dilakukan 

pada sediaan farmasi dan BMHP yang tidak memenuhi persyaratan 
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mutu, telah kadaluwarsa, tidak memenuhi syarat untuk 

dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu 

pengetahuan, dan dicabut izin edar nya (Kemenkes RI, 2016). 

Adapun pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP 

diselenggarakan ditempat yang bisa melakukan pemusnahan yang 

sesuai, biasanya pemusnahan sediaan farmasi dan BMHP yang 

rusak, kadaluarsa atau tidak memenuhi persyaratan dapat dilakukan 

pengembalian ke instalasi farmasi pemerintah dengan menyertakan 

berita acara pengembalian (Kemenkes RI, 2019). 

2.5.7. Pengendalian 

      Pengendalian adalah kegiatan mencegah terjadinya kekosongan 

stok obat dan penumpukan obat dengan cara mengontrol LPLPO 

bulan sebelumnya (Mardiayana, 2021). Tujuannya adalah agar tidak 

terjadi kelebihan dan kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan 

dasar. Pengendalian sediaan farmasi terdiri dari pengendalian 

persediaan, pengendalian penggunaan, dan penanganan sediaan 

farmasi hilang, rusak, dan kedaluwarsa (Kemenkes RI, 2016). 

Pengendalian ketersediaan yakni proses menghindari terjadinya 

kekurangan obat di puskesmas. Sedangkan pengertian pengendalian 

penggunaan ialah proses memastikan jumlah penerima dan pemakai 

obat sehingga dapat di perkirakan untuk total kebutuhan obat dalam 

suatu periode (Kemenkes RI, 2019). 
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Kegiatan pengendalian penggunaan meliputi perhitungan stok 

kerja, stok optimum, stok pengaman, lead time, menentukan waktu 

kekosongan obat, serta memantau proses mutasi obat di gudang 

farmasi puskesmas (Kemenkes RI, 2019). 

2.5.8. Administrasi 

      Administrasi yakni terdiri atas kegiatan pencatatan dan 

pelaporan. Pencatatan adalah kegiatan memantau keluar masuknya 

obat di puskesmas. Sedangkan pelaporan adalah kegiatan mencatat 

dan mendata perlengkapan kesehatan, tenaga kefarmasian dan 

pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang dibuat untuk diserahkan 

kepada orang yang berkepentingan (Kemenkes RI, 2019). Tujuan 

pencatatan dan pelaporan adalah sebagai bukti bahwa pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP telah dilakukan, sumber data untuk 

melakukan pengaturan dan pengendalian, sumber data untuk 

pembuatan laporan (Kemenkes RI, 2016). 

Pencatatan dapat dilakukan secara digital maupun manual. 

Petugas kefarmasian bertugas melakukan pencatatan setiap 

pengeluaran dan pemasukan obat di puskesmas. Catatan yang baik 

berguna untuk mengetahui dengan cepat persediaan farmasi, untuk 

pengendalian persediaan, serta sebagai dasar untuk penyusunan 

perencanaan dan laporan kebutuhan (Kemenkes RI, 2019). 

2.5.9. Pemantauan dan Evaluasi 
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      Pemantauan yakni kegiatan mengamati perkembangan 

perencanaan obat, mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap 

masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat diambil tindakan 

sesegera mungkin. Evaluasi adalah seperangkat prosedur untuk 

mengevaluasi tentang pencapaian yang telah didapat (Ulfa & 

Chalidyanto, 2021). Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk: 

(1) Mengendalikan dan menghindari terjadinya kesalahan dalam 

pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP sehingga dapat menjaga 

kualitas maupun pemerataan pelayanan, (2) Memperbaiki secara 

terus-menerus pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP, (3) 

Memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan 

(Kemenkes RI, 2016). 

Pemantauan dan evaluasi di puskesmas dilakukan melalui dua 

cara, yang pertama pemantauan dan evaluasi secara internal 

dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan dan dinilai oleh kepala 

puskesmas. Sedangkan yang kedua yaitu pemantauan dan evaluasi 

eksternal dilakukan oleh dinas kesehatan melalui kegiatan monev 

(Najoan et al., 2019). 

 

2.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Implementasi Standar 

Pelayanan Kefarmasian Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP di 

Puskesmas 
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      Standar pelayanan kefarmasian dalam aspek pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP di puskesmas dapat terpengaruh tingkat implementasinya oleh 

beberapa faktor antara lain yaitu faktor sumber daya manusia dan ketersediaan 

obat. Kurangnya SDM dan pengetahuan dari SDM menjadi faktor yang 

mempengaruhi tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian. 

Rendahnya pengetahuan SDM mangenai penyimpanan menyebabkan 

pelaksanaan penyimpanan obat high-alert dan LASA di puskesmas masih 

rendah (Cholilah et al., 2021). Selain itu pada penelitian di Puskesmas Kota 

Manado, diketahui kegiatan pencatatan dan pelaporan tidak terlaksana akibat 

kurangnya SDM atau tenaga kefarmasian. Kegiatan yang tidak terlaksana ini 

dapat menurunkan tingkat implementasi (Astuti, 2021). 

      Pada penelitian di Puskesmas Woolaang, diketahui dinas kesehatan 

kabupaten/kota tidak dapat memenuhi kebutuhan obat puskesmas dikarenakan 

terjadi kekosongan persediaan obat di PBF. Kebutuhan obat puskesmas yang 

tidak dipenuhi menjadikan terjadinya kekosongan obat yang akhirnya 

mengakibatkan pasien harus membeli obat secara mandiri di luar puskesmas. 

Hal ini jelas dapat menurunkan tingkat implementasi standar pelayanan 

kefarmasian (Asnawi et al., 2019). 
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2.7. Kerangka Teori 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Teori 

 

2.8. Kerangka Konsep 

      Tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP di puskesmas. 

 

2.9. Keterangan Empirik 

      Diketahui tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian dalam 

aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas Kota Semarang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

      Jenis penelitian ini adalah penelitian non-eksperimental (observational). 

Metode yang dipakai yaitu metode deskriptif cross sectional, serta analisis 

univariate. Metode deskriptif cross sectional ialah metode yang digunakan 

untuk menggambarkan suatu fenomena dimana pengambilan datanya 

dilakukan dalam satu periode waktu (Swarjana, 2012), sedangkan analisis 

univariate ialah teknik analisis yang lakukan agar diperoleh gambaran 

deskriptif dari variabel penelitian (Hadi, 2021).  

 

3.2. Variabel dan Definisi Operasional 

3.2.1. Variabel Penelitian 

      Standar pelayanan kefarmasian dalam aspek pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP. 

3.2.2. Definisi Operasional 

Tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas 

1. Perencanaan: Tingkat implementasi apoteker dalam perencanaan 

ditentukan dengan mengisi kuesioner yang mencakup 5 kategori 

yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. 

Sedangkan skala pengukuran yang di gunakan yaitu skala interval.
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2. Permintaan: Tingkat implementasi apoteker dalam permintaan 

ditentukan dengan mengisi kuesioner yang mencakup 5 kategori: 

selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Sedangkan 

skala pengukuran yang di gunakan yaitu skala interval. 

3. Penerimaan: Tingkat implementasi apoteker dalam penerimaan 

ditentukan dengan mengisi kuesioner yang mencakup 5 kategori: 

selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Sedangkan 

skala pengukuran yang di gunakan yaitu skala interval. 

4. Penyimpanan: Tingkat implementasi apoteker dalam penyimpanan 

ditentukan dengan mengisi kuesioner yang mencakup 5 kategori: 

selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Sedangkan 

skala pengukuran yang di gunakan yaitu skala interval. 

5. Pendistribusian: Tingkat implementasi apoteker dalam 

pendistribusian ditentukan dengan mengisi kuesioner yang 

mencakup 5 kategori: selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan 

tidak pernah. Sedangkan skala pengukuran yang di gunakan yaitu 

skala interval. 

6. Pemusnahan dan penarikan: Tingkat implementasi apoteker dalam 

pemusnahan dan penarikan ditentukan dengan mengisi kuesioner 

yang mencakup 5 kategori: selalu, sering, kadang-kadang, jarang 

dan tidak pernah. Sedangkan skala pengukuran yang di gunakan 

yaitu skala interval. 



21 
 

 

7. Pengendalian: Tingkat implementasi apoteker dalam pengendalian 

ditentukan dengan mengisi kuesioner yang mencakup 5 kategori: 

selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Sedangkan 

skala pengukuran yang di gunakan yaitu skala interval. 

8. Administrasi: Tingkat implementasi apoteker dalam administrasi 

ditentukan dengan mengisi kuesioner yang mencakup 5 kategori: 

selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan tidak pernah. Sedangkan 

skala pengukuran yang di gunakan yaitu skala interval. 

9. Pemantauan dan evaluasi: Tingkat implementasi apoteker dalam 

pemantauan dan ditentukan dengan mengisi kuesioner yang 

mencakup 5 kategori: selalu, sering, kadang-kadang, jarang dan 

tidak pernah. Sedangkan skala pengukuran yang di gunakan yaitu 

skala interval. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi 

      Populasi dalam penelitian ini adalah apoteker penanggungjawab di 

37 puskesmas yang berada di wilayah Kota Semarang (Dinkes Kota 

Semarang, 2021).  

3.3.2. Sampel  

      Sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang dipergunakan 

untuk mempermudah penelitian. Pengambilan sampel dalam riset ini 

dilakukan dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive 
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sampling merupakan teknik pengambilan sampel dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Sujarweni & Utami, 

2019). 

      Kriteria atau syarat yang digunakan untuk menyeleksi sampel ada 

dua, yang pertama yaitu kriteria inklusi. Kriteria inklusi ialah kriteria 

yang wajib dipenuhi oleh sampel penelitian, sedangkan kriteria eksklusi 

ialah kriteria yang menjadi alasan suatu subjek dikeluarkan dari sampel 

penelitian (Nalendra et al., 2021).  

Kriteria inklusi: 

1. Apoteker dengan SIPA dan STRA yang masih berlaku, 

2. Apoteker bersedia mengikuti survei dengan mengisi kuesioner. 

Kriteria eksklusi:  

1. Apoteker yang tidak lengkap dalam mengisi kuesioner. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

      Instrumen penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai 

alat pengumpul data implementasi standar pelayanan kefarmasian pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP di puskesmas, menggunakan skala Likert sehingga 

tersedia 5 pilihan jawaban untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner. 

Pertanyaan dalam kuesioner yaitu mengenai pelaksanaan standar pelayanan 

kefarmasian dalam bidang pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di 

puskesmas berlandaskan PMK No. 74 Tahun 2016. Sedangkan untuk pilihan 
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jawabannya yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah 

(Riyanto & Hatmawan, 2020). 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

      Kuesioner penelitian yang telah dibuat selanjutnya harus melewati 

uji validitas dan reliabilitas agar menjadi instrumen pengumpul data 

yang dapat diterima. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan 

metode uji coba terpakai. Uji coba terpakai ialah uji coba kuesioner 

terhadap sampel penelitian dimana hasil uji coba ialah hasil dari 

penelitian itu sendiri. Dari metode tersebut, hasil jawaban kuesioner 

yang telah diisi apoteker akan dijadikan sebagai data untuk menguji 

validitas (Mesti & Nuzulia, 2012; Saifuddin, 2020). Validitas kuesioner 

diukur dengan melihat hubungan antara butir pertanyaan dengan 

variabel. Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r tabel. Adapun pengambilan keputusan untuk uji validitas yaitu 

apabila nilai r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid, namun 

jika sebaliknya maka pertanyaan tersebut tidak valid (Riyanto & 

Hatmawan, 2020). 

      Reliabilitas kuesioner diukur dengan melihat nilai Alpha Cronbach. 

Uji reliabilitas ini sering digunakan pada kuesioner skala Likert. Nilai 

Alpha Cronbach yaitu antara kisaran 0-1, semakin mendekati 1 maka 

tingkat konsistensi skor atau jawaban akan semakin tinggi. Nilai 0,60 

merupakan nilai Alpha Cronbach yang dapat diterima (H. Suryani, 

2016).  
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3.5. Cara Penelitian 

1. Persiapan dan pembuatan proposal 

2. Pembuatan kuesioner 

Membuat kuesioner untuk digunakan sebagai instrumen dalam 

pengumpulan data dari Puskesmas di Kota Semarang. Kuesioner dibuat 

dalam bentuk google formulir dan juga print out. 

3. Studi pendahuluan 

Melakukan studi pendahuluan ke Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk 

melihat ketersediaan tenaga apoteker di Puskesmas Kota Semarang. 

4. Perizinan untuk melakukan penelitian 

Mengajukan izin ke Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk pengambilan 

data ke puskesmas. 

5. Pengajuan ethical clearance 

Mengajukan penerbitan surat ethical clearance penelitian ke komisi 

bioetik. 

6. Uji validasi dan reliabilitas 

Menguji kuesioner agar dapat dijadikan instrumen penelitian yang sah. 

7. Penyebaran kuesioner 

Melakukan penyebaran kuesioner melalui media sosial dan datang 

langsung ke puskesmas. 

8. Pengolahan data 
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Melakukan pengolahan data dari jawaban kuesioner. Kemudian dari 

jawaban tersebut akan dihitung perolehan skor nya. 

9. Analisis data 

Perolehan skor dari masing-masing kegiatan akan di terjemahkan dalam 

3 kategori yaitu baik, cukup, atau kurang. 

10. Kesimpulan dan saran 

Melakukan penarikan kesimpulan dari hasil dan pembahasan pada 

penelitian. 
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3.6. Alur Penelitian 

 

 

Gambar 3. 1 Alur Penelitian 

 

3.7. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di puskesmas wilayah Kota Semarang dalam periode 

waktu bulan Agustus 2022 
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3.8. Analisis Hasil 

      Riset ini menggunakan analisis univariate sebagai teknik analisis data. 

Analisis univariate ialah teknik analisis yang lakukan agar diperoleh gambaran 

deskriptif dari variabel penelitian (Hadi, 2021). Data yang telah terkumpul dari 

kuesioner dikelompokkan menurut aspek-aspek kegiatan pengelolaan di 

puskesmas menurut PMK RI No 74 Tahun 2016. Jawaban responden terkait 

pelaksanaan diukur dengan skala Likert. Skala Likert memiliki 5 pilihan 

jawaban dan dari beberapa pilihan jawaban tersebut masing-masing diberi skor 

sebagai berikut: “Tidak pernah” diberi skor 1, “Jarang” diberi skor 2, “Kadang-

kadang” diberi skor 3, “Sering” diberi skor 4, dan “Selalu” diberi skor 5 

(Riyanto & Hatmawan, 2020). Jawaban yang telah diberi skor kemudian 

dihitung frekuensi dan total skor nya menggunakan SPSS (Statistical Program 

for Social Science). Dari total skor tersebut kemudian dihitung persentase dan 

hasilnya diinterpretasikan menjadi kategori baik, cukup, atau kurang. Kategori 

baik yaitu apabila persentase nya >73,34%, kategori cukup yaitu apabila 

persentase nya antara 46,67% – 73,33%, dan kategori kurang yaitu apabila 

persentase nya <46,66% (Herawati, 2018). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Gambaran Puskesmas di Kota Semarang 

      Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Semarang, populasi puskesmas 

di Kota Semarang ada 37 unit meliputi 10 unit rawat inap dan 27 unit rawat 

jalan. Puskesmas di Kota Semarang tersebar di enam belas kecamatan yaitu 

Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Tembalang, Semarang Utara, Tembalang, 

Semarang Timur, Pedurungan, Semarang Tengah, Candisari, Semarang 

Selatan, Genuk, Gayamsari, Gajahmungkur, Mijen, Ngaliyan, dan Gunung 

Pati. Puskesmas yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu 27 

puskesmas atau 73% dari total populasi puskesmas. 

 

4.2. Uji Validitas 

      Uji validitas ialah suatu uji untuk menilai tingkat kecermatan instrumen 

dalam melakukan fungsinya (Riyanto & Hatmawan, 2020). Uji validitas 

dilakukan terhadap 30 responden. Untuk mengetahui validitas dilakukan uji 

menggunakan SPSS agar memperoleh nilai r hitung. Sedangkan nilai r tabel 

dengan level of significance 5% adalah 0,361. Butir pertanyaan dinyatakan 

valid apabila nilai r hitung>r tabel, begitu pula sebaliknya. Berlandaskan hasil 

uji validitas ada 1 butir pertanyaan kuesioner yang tidak valid yaitu pertanyaan 

nomor 1 sedangkan untuk pernyataan lainnya telah valid karena memiliki nilai 

r hitung > 0,361 (r tabel).
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4.3. Uji Reliabilitas 

      Uji reliabilitas ialah suatu uji guna melihat konsistensi instrumen dalam 

memberikan hasil pengukuran (Yusuf & Daris, 2019). Setelah melewati uji 

validitas, selanjutnya pertanyaan yang telah dinyatakan valid akan diuji 

reliabilitas nya menggunakan SPSS. Reliabilitas kuesioner diukur dengan 

melihat nilai Cronbach Alpha. Kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki nilai 

Cronbach Alpha > 0,6. Berlandaskan hasil uji reliabilitas terhadap kuesioner, 

nilai Cronbach Alpha yang diperoleh yaitu 0,891 yang artinya kuesioner telah 

reliabel. Setelah dinyatakan valid dan reliabel maka kuesioner telah siap untuk 

dijadikan instrumen penelitian yang sah (Riyanto & Hatmawan, 2020).  

 

4.4. Hasil Penelitian 

      Hasil penelitian diperoleh dari 27 responden apoteker puskesmas dengan 

menjawab 34 item pertanyaan mengenai pengelolaan sediaan farmasi dan 

BMHP di puskesmas adalah sebagai berikut: 
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4.4.1. Perencanaan  

      Perencanaan merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 5 pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Hasil jawaban responden pada kegiatan perencanaan 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Perencanaan 

dengan 

memperhatikan 

pola konsumsi 

25 (92,6%) 2 (7,4%) - - - 

2. 

Perencanaan 

dengan 

memperhatikan 

data mutasi 

sediaan 

22 (81,5%) 3 (11,1%) 1 (3,7%) 1 (3,7%) - 

3. 

Perencanaan 

dengan 

memperhatikan 

rencana 

pengembangan 

10 (37%) 5 (18,5%) 8 (29,6%) 1 (3,7%) 
3 

(11,1%) 

4. 

Perencanaan 

dengan 

memperhatikan 

DOEN dan 

Formularium 

Nasional 

sebagai acuan 

27 (100%) - - - - 

5. 

Perencanaan 

dengan 

memperhatikan 

keterlibatan 

tenaga 

kesehatan lain 

23 (85,2%) 4 (14,8%) - - - 
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      Berdasarkan tabel 4.1 didapati sebagian besar puskesmas dalam 

melaksanakan proses perencanaan selalu memperhatikan pola konsumsi 

(92,6%), memperhatikan data mutasi sediaan (81,5%), memperhatikan 

rencana pengembangan (37%), memperhatikan penggunaan DOEN dan 

Formularium Nasional sebagai acuan (100%), dan memperhatikan keterlibatan 

tenaga kesehatan lain dalam proses perencanaan (85,2%). 

4.4.2. Permintaan 

      Permintaan merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi dan 

BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 1 pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 4. 2 Hasil jawaban responden pada kegiatan permintaan 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Permintaan 

diajukan kepada 

dinkes 

kabupaten/kota 

26 (96,3%) 1 (3,7%) - - - 

 

      Berdasarkan tabel 4.2 didapati sebagian besar puskesmas dalam 

melaksanakan proses permintaan selalu mengajukannya kepada dinkes 

kabupaten/kota (96,3%). 

4.4.3. Penerimaan 

      Penerimaan merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 1 pertanyaan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 Hasil jawaban responden pada kegiatan penerimaan 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Pengecekan 

pada saat 

penerimaan 

sediaan farmasi 

dan BMHP 

sesuai dengan 

isi LPLPO 

27 (100%) - - - - 

      Berdasarkan tabel 4.3 didapati sebagian besar puskesmas dalam 

melaksanakan proses penerimaan selalu melakukan pengecekan pada sediaan 

farmasi dan BMHP terhadap isi LPLPO (100%). 

4.4.4. Penyimpanan 

      Penyimpanan merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 5 pertanyaan sebagai berikut: 
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Tabel 4. 4 Hasil jawaban responden pada kegiatan penyimpanan 

N

o 
Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Penyimpanan 

dengan sistem 

FIFO dan FEFO 

26 

(96,3%) 
1 (3,7%) - - - 

2. 

Penyimpanan 

dengan 

mempertimbangka

n suhu 

penyimpanan 

25 

(92,6%) 
2 (7,4%) - - - 

3. 

Penyimpanan 

dengan 

mempertimbangka

n kondisi cahaya 

23 

(85,2%) 
2 (7,4%) 

1 

(3,7%) 
- 

1 

(3,7%) 

4. 

Penyimpanan 

dengan 

mempertimbangka

n kelembaban 

udara 

24 

(88,9%) 
2 (7,4%) 

1 

(3,7%) 
- - 

5. 

Penyimpanan 

dengan 

mempertimbangka

n mudah atau 

tidaknya meledak 

23 

(85,2%) 
2 (7,4%) 

1 

(3,7%) 

1 

(3,7%) 
- 

6. 

Penyimpanan 

Narkoba dan 

Psikotropika sesuai 

ketentuan 

27 (100%)     

7. 

Penyimpanan 

dengan 

menjauhkan nya 

dari kontaminan 

24 

(88,9%) 

3 

(11,1%) 
   

      Berdasarkan tabel 4.4 didapati sebagian besar puskesmas dalam 

melaksanakan proses penyimpanan selalu melakukan penyimpanan dengan 

sistem FIFO dan FEFO (96,3%), mempertimbangkan suhu penyimpanan yang 

sesuai (92,6%), mempertimbangkan kondisi cahaya yang sesuai (85,2%), 
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mempertimbangkan kondisi kelembaban yang sesuai (88,9%), 

mempertimbangkan mudah atau tidaknya meledak (85,2%), penyimpanan 

Narkotika dan Psikotropika sesuai ketentuan (100%) dan penyimpanan dengan 

menjauhkan sediaan farmasi dan BMHP dari kontaminan (88,9%). 

4.4.5. Pendistribusian 

      Pendistribusian merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 2 pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 4. 5 Hasil jawaban responden pada kegiatan pendistribusian 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Pendistribusian 

obat ke sub unit 

puskesmas 

26 (96,3%) - - 1 (3,7%) - 

2. 

Pendistribusian 

obat ke jaringan 

puskesmas 

25 (92,6%) - 2 (7,4%) - - 

      Berdasarkan tabel 4.5 didapati sebagian besar puskesmas saat proses 

pendistribusian selalu melaksanakan pendistribusian obat ke sub unit 

puskesmas (96,3%), dan melaksanakan kegiatan pendistribusian obat ke 

jaringan puskesmas (92,6%). 

4.4.6. Pemusnahan dan penarikan 

      Pemusnahan dan penarikan merupakan bagian dari proses pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 2 pertanyaan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. 6 Hasil jawaban responden pada kegiatan pemusnahan dan 

penarikan 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Penarikan 

sediaan 

farmasi yang 

tidak sesuai 

standar oleh 

pemilik izin 

edar 

17 (63,0%) 4 (14,8%) 2 (7,4%) 2 (7,4%) 2 (7,4%) 

2. 

Penarikan 

BMHP yang 

izin edar nya 

dicabut oleh 

menteri 

22 (81,5%) 1 (3,7%) 1 (3,7%) 1 (3,7%) 2 (7,4%) 

3. 

Pemusnahan 

terhadap 

sediaan 

farmasi dan 

BMHP yang 

tidak sesuai 

persyaratan 

23 (85,2%) 2 (7,4%) 2 (7,4%) - - 

      Berdasarkan tabel 4.6 didapati sebagian besar puskesmas saat proses 

penarikan dan pemusnahan selalu melaksanakan recall terhadap sediaan 

farmasi yang tidak sesuai standar dan dilakukan oleh pemilik izin edar 

(63,0%), menarik BMHP yang izin edar nya dicabut oleh menteri (81,5%), dan 

memusnahkan BMHP yang tidak sesuai persyaratan (85,2%). 

4.4.7. Pengendalian 

      Pengendalian merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 3 pertanyaan sebagai berikut:  
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Tabel 4. 7 Hasil jawaban responden pada kegiatan pengendalian 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 
Pengendalian 

persediaan 
22 (81,5%) 5 (18,5%) - - - 

2. 
Pengendalian 

penggunaan 
24 (88,9%) 3 (11,1%) - - - 

3. 

Pengendalian 

terhadap 

penanganan 

sediaan 

farmasi 

hilang, rusak 

atau 

kadaluarsa 

22 (81,5%) 5 (18,5%) - - - 

      Berdasarkan tabel 4.7 didapati sebagian besar puskesmas saat proses 

pengendalian selalu melaksanakan pengendalian persediaan sediaan farmasi 

dan BMHP (81,5%), melaksanakan pengendalian penggunaan sediaan farmasi 

dan BMHP (88,9%), dan melaksanakan pengendalian terhadap penanganan 

sediaan farmasi hilang, rusak atau kadaluarsa (81,5%). 

4.4.8. Administrasi 

      Administrasi merupakan bagian dari proses pengelolaan sediaan farmasi 

dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 1 pertanyaan sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 Hasil jawaban responden pada kegiatan administrasi 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Pelaporan dan 

pencatatan 

terhadap 

rangkaian 

27 (100%) - - - - 
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proses 

pengelolaan 

sediaan 

farmasi dan 

BMHP 

      Berdasarkan tabel 4.8 didapati sebagian besar puskesmas saat proses 

administrasi selalu melaksanakan pelaporan dan pencatatan terhadap 

rangkaian proses pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP (100%). 

4.4.9. Pemantauan dan evaluasi 

      Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari proses pengelolaan 

sediaan farmasi dan BMHP yang pada riset ini diwakilkan oleh 1 pertanyaan 

sebagai berikut: 

Tabel 4. 9 Hasil jawaban responden pada kegiatan pemantauan dan 

evaluasi 

No Kegiatan 

Jumlah (N=27) 

SL SR KK J TP 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

1. 

Pemantauan 

dan evaluasi 

dilakukan 

secara 

periodik 

25 (92,6%) 2 (7,4%) - - - 

      Berdasarkan tabel 4.10 didapati sebagian besar puskesmas saat proses 

monitoring (pemantauan) dan evaluasi selalu melaksanakannya secara 

periodik (92,6%). 

      Berdasarkan hasil penelitian diatas selanjutnya dilakukan perhitungan total 

skor pada masing-masing kegiatan pengelolaan. Kemudian dari total skor tiap 

kegiatan akan dilakukan perhitungan sehingga diperoleh persentase. 

Persentase = 
Skor yang diperoleh

Skor maksimal
 x 100% 
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Dari perhitungan persentase dan pengkategorian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil implementasi sebagai berikut: 

Tabel 4. 10 Implementasi Pengelolaan Sediaan Farmasi dan BMHP 

No Kegiatan. Persentase Kategori 

1 Perencanaan. 92,6 Baik 

2 Permintaan 99,25 Baik 

3 Penerimaan 100 Baik 

4 Penyimpanan 97,35 Baik 

5 Pendistribusian 97,41 Baik 

6 Pemusnahan dan Penarikan 89,63 Baik 

7 Pengendalian 96.8 Baik 

8 Administrasi 100 Baik 

9 Pemantauan dan Evaluasi 98,52 Baik 

 Rata-rata 96,83 Baik. 

 
      Berdasarkan tabel 4.11 didapati hasil penerapan seluruh kegiatan dalam 

pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP telah sesuai PMK No. 74 Tahun 2016. 

Dari nilai persentase tersebut diperoleh nilai rata-rata 96,83%, persentase 

tersebut merupakan tingkat implementasi standar pelayanan kefarmasian pada 

aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas Kota Semarang. 

4.5. Pembahasan  

      Pada penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi standar pelayanan 

kefarmasian pada aspek pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP yang 

diselenggarakan di Puskesmas Kota Semarang. Aspek pengelolaan terbagi atas 

9 kegiatan sebagai berikut: 
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a. Perencanaan Sediaan Farmasi dan BMHP 

      Perencanaan kebutuhan obat di puskesmas merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan untuk memilih jenis dan jumlah obat yang dibutuhkan 

untuk menghindari persediaan obat yang kurang atau berlebih (Irnawati et 

al., 2020). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses 

perencanaan telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik 

(92,6%). Selain itu dalam proses perencanaan di Puskesmas Kota 

Semarang apabila terjadi suatu kejadian luar biasa maka dapat 

diselenggarakan kegiatan perencanaan darurat. Hasil riset ini searah 

dengan riset Dianita et al., (2017) yang mengemukakan bahwa kegiatan 

perencanaan telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik, 

dimana kebutuhan obat direncanakan secara teratur dengan memakai 

DOEN dan Formularium Nasional sebagai pedoman utama dalam 

merumuskan perencanaan. Selain itu pola konsumsi, data mutasi sediaan 

farmasi, pola penyakit serta rencana pengembangan merupakan bagian dari 

perencanaan yang harus diperhatikan. Kegiatan perencanaan dalam 

pelaksanaannya harus melibatkan tenaga kesehatan lain seperti dokter, 

bidan, dan perawat. Pada riset Asnawi et al. (2019) dipaparkan mengenai 

perencanaan dengan mempertimbangkan pola penyakit atau epidemiologi. 

Perencanaan dengan metode epidemiologi dilakukan dengan memilih 10 

penyakit teratas di wilayah kerja puskesmas. Dengan metode perencanaan 

tersebut pemenuhan kebutuhan obat-obatan menjadi lebih tepat secara 

jenis dan jumlah. Hasil implementasi pada proses perencanaan masih 
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belum didapatkan nilai yang sempurna, hal ini disebabkan oleh masih 

kurangnya perencanaan dengan memperhatikan rencana pengembangan. 

Rencana kebutuhan obat seringkali masih belum sesuai dengan pemakaian 

dan permintaan obat. Penyebab ketidaksesuaian ini ialah karena penurunan 

jumlah penyakit, karena dokter yang meresepkan telah pindah tugas 

akibatnya obat tidak pernah atau jarang diresepkan lagi, atau karena 

meningkatnya jumlah kasus penggunaan obat-obatan tersebut (Roza & 

Pratiwi, 2019). 

b. Permintaan Sediaan Farmasi dan BMHP 

      Permintaan ialah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di Unit 

Pelayanan Kesehatan. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan di 

Puskesmas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Amiruddin & Septarani A, 2019). Berdasarkan hasil riset 

dapat diketahui bahwa proses permintaan telah dilaksanakan sesuai standar 

dengan kategori baik (99,25%). Kegiatan permintaan diusulkan kepada 

Dinkes Kota Semarang melalui aplikasi simanis, selain itu puskesmas 

dapat melaksanakan pengadaan obat secara mandiri apabila kebutuhan 

obat tidak terpenuhi, termasuk jika dibutuhkan obat di luar DOEN dan 

Formularium Nasional maka dapat dilakukan pengadaan obat mandiri. 

Hasil riset ini searah dengan riset Roza & Pratiwi (2019) yang 

menunjukkan bahwa kegiatan permintaan telah dilaksanakan sesuai 

standar dengan kategori baik, dimana seluruh puskesmas rawat jalan di 

Kabupaten Rokan Hulu mengajukan permintaan sediaan farmasi dan 
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BMHP ke Dinkes Kabupaten Rokan Hulu. Permintaan obat di luar 

Formularium Puskesmas dapat dilakukan dengan mengusulkan obat 

tersebut agar masuk ke Fomularium Puskesmas tahun berikutnya (Cholilah 

et al., 2021). Dalam penelitian ini, proses permintaan masih belum 

diimplementasikan secara sempurna. Hamdani & Indrawati (2022) 

menyatakan bahwa kurangnya implementasi permintaan sesuai standar 

ialah karena puskesmas sering mengalami kehabisan obat akibat dari 

kekosongan persediaan obat di Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang 

bekerjasama dengan dinkes kota. Akhirnya puskesmas harus melakukan 

pengadaan secara mandiri atau meminta pasien untuk menebus obat di luar 

puskesmas. Hal ini didukung oleh pernyataan dalam jawaban kuesioner 

penelitian bahwa puskesmas di Kota Semarang melakukan pengadaan 

secara mandiri apabila kebutuhan tidak terpenuhi. 

c. Penerimaan Sediaan Farmasi dan BMHP 

      Penerimaan obat yaitu kegiatan menerima sediaan farmasi dan BMHP 

dari instalasi farmasi atau distributor obat yang dilakukan di ruang obat 

puskesmas (Dianita et al., 2017). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui 

bahwa proses penerimaan telah dilaksanakan sesuai standar dengan 

kategori baik (100%). Kegiatan penerimaan di Puskesmas Kota Semarang 

disertai dengan pengecekan SBBK, BAST, dan VAR pada penerimaan 

vaksin. Hasil riset ini searah dengan riset Husnawati et al. (2016) yang 

mengemukakan bahwa kegiatan penerimaan telah dilaksanakan sesuai 

dengan standar yang mana saat penerimaan petugas yang menerima 
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melakukan pengecekan kesesuaian sediaan farmasi dan BMHP yang 

diterima dengan dokumen LPLPO meliputi pengecekan jumlah, jenis, 

bentuk oabt dan ED. Dokumen LPLPO digunakan karena mencakup data 

penggunaan obat pada satu bulan yang dibuat untuk menyesuaikan 

permintaan jumlah obat pada satu bulan berikutnya. Sehingga, pengecekan 

barang yang diterima dibandingkan dengan menggunakan LPLPO 

(Asnawi et al., 2019). Searah dengan riset diatas, pada riset Susyanty et al. 

(2014) penerimaan vaksin juga disertai dengan dokumen VCCM, SBBK, 

dan VAR. Dokumen VCCM berfungsi sebagai indikator untuk melihat 

kualitas vaksin. 

d. Penyimpanan Sediaan Farmasi dan BMHP 

      Penyimpanan ialah tindakan melindungi dan memelihara bahan obat 

dengan menempatkannya di tempat yang dianggap aman, jauh dari 

pencurian dan gangguan fisik yang dapat menurunkan mutu produk obat 

(Pondaag et al., 2020). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa 

kegiatan penyimpanan telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori 

baik (97,35%). Gudang obat puskesmas yang tidak memiliki ruang sisa, 

mengharuskan penyimpanan BMHP seperti masker, handscoon 

dilakukan di luar gudang. Meskipun demikian penyimpanan tetap dalam 

pengawasan apoteker. Hasil riset ini searah dengan riset Mardiayana 

(2021) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyimpanan di puskesmas 

telah dilaksanakan sesuai dengan standar, penyimpanan obat dilakukan 

berdasarkan alfabet dan menggunakan sistem FIFO dan FEFO. Sediaan 
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yang memerlukan penyimpanan dengan suhu rendah seperti suppositoria, 

injeksi dan vaksin disimpan di lemari es, penyimpanan juga dilakukan 

dengan memperhatikan kelembaban udara di ruang farmasi agar produk 

obat tidak cepat rusak, dalam hal ini suhu ruangan harus tidak boleh 

melebihi 30°C. Pada proses penyimpanan obat tidak diperbolehkan 

menyimpannya pada tempat yang berpotensi terkena cahaya matahari 

secara langsung karena dapat berakibat pada rusaknya mutu obat (Karlida 

& Musfiroh, 2017). Penyimpanan Narkotika dan Psikotropika di 

puskesmas yaitu dengan menempatkannya pada lemari dua pintu yang 

dipasang di dinding dan terkunci, tujuannya untuk menghindari salah 

pengambilan dan mudah membedakan dengan obat lain (Nasif et al., 2021). 

Sedangkan untuk sediaan farmasi yang mudah meledak atau terbakar 

biasanya langsung disalurkan ke sub unit-sub unit di puskesmas, untuk 

penyimpanannya dilakukan terpisah dengan pencantuman label mudah 

terbakar dan MSDS juga disertai Lembar Data Keselamatan Bahan yang 

diletakkan di lemari penyimpanan (Tuda et al., 2020). Dalam riset ini 

kegiatan penyimpanan obat dengan memperhatikan kondisi cahaya yang 

sesuai merupakan kegiatan yang tingkat implementasinya masih kurang, 

hal ini apabila dibiarkan dapat berakibat pada rusaknya mutu obat. 

e. Pendistribusian Sediaan Farmasi dan BMHP 

      Pendistribusian obat ialah kegiatan menyalurkan obat-obat yang 

bermutu, dari gudang obat untuk memenuhi kebutuhan unti-unit pelayanan 

dan jaringan kesehatan puskesmas (Husnawati et al., 2016). Berdasarkan 
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hasil riset dapat diketahui bahwa proses pendistribusian telah dilaksanakan 

sesuai standar dengan kategori baik (97,41%). Pendistribusian di 

Puskesmas Kota Semarang dilakukan ke jaringan puskesmas pada awal 

bulan dengan memperhitungkan stok yang ada, selain itu jaringan 

puskesmas harus menyerahkan laporan pemakaian ke puskesmas. Hasil 

riset ini searah dengan riset (Husnawati et al., 2016) yang mana kegiatan 

pendistribusian telah dilakukan sesuai dengan standar. Puskesmas Rambah 

Samo melakukan pendistribusian obat ke sub unit puskesmas seperti pada 

layanan rawat inap, ruang UGD, poli umum dan poli gigi. Selain itu, 

pendistribusian obat ke jaringan puskesmas seperti puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling, dan polindes juga dilakukan. Pada penelitian 

Mardiayana (2021) dijelaskan bahwa setelah petugas farmasi puskesmas 

menerima obat di gudang farmasi kabupaten, selanjutnya dilakukan 

pengecekan obat berdasarkan isi LPLPO. Apabila telah sesuai obat bisa 

langsung disalurkan ke sub unit dan jaringan terkait. Kegiatan 

pendistribusian ke jaringan puskesmas masih kurang diimplementasikan. 

Supliyani (2017) dalam riset nya mengatakan bahwa Puskesmas Cijeruk 

hanya memiliki 2 puskesmas pembantu, tapi belum memiliki polindes dan 

pusling. Oleh karena itu kemungkinan penyebab dari kurangnya 

implementasi kegiatan pendistribusian ke jaringan puskesmas ialah karena 

beberapa puskesmas di Kota Semarang tidak memiliki jaringan seperti 

puskesmas pembantu, polindes, dan puskesmas keliling. 

f. Pemusnahan dan Penarikan Sediaan Farmasi dan BMHP 
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      Pemusnahan obat ialah kegiatan penyingkiran obat-obatan tidak 

terpakai yang disebabkan obat telah rusak, kadaluarsa, atau tidak bermutu. 

Kegiatan pemusnahan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga masyarakat 

dari kerugian akibat pemakaian obat yang tidak bermutu dan tidak aman. 

Pemusnahan juga memiliki tujuan agar tidak ada lagi pengeluaran terhadap 

biaya penyimpanan, pemeliharaan, dan penjagaan dari obat yang sudah 

tidak layak pakai (Halawa et al., 2021). Berdasarkan hasil riset dapat 

diketahui bahwa proses penarikan dan pemusnahan telah dilaksanakan 

sesuai standar dengan kategori baik (89,63%). Kegiatan pemusnahan di 

Puskesmas Kota Semarang dilakukan 3 bulan sekali dengan ketentuan 

bahwa pemusnahan sediaan padat seperti tablet dan kapsul dilakukan di 

Instalasi Farmasi Kota Semarang, sedangkan untuk BMHP dan sediaan 

cair dimusnahkan sendiri oleh puskesmas yang telah bekerja sama 

dengan pihak ketiga. Hasil riset ini searah dengan riset Hamdani & 

Indrawati (2022) yang melaksanakan kegiatan pemusnahan sediaan tablet 

dengan menyerahkannya ke instalasi farmasi kabupaten/kota karena 

puskesmas tidak memiliki alat untuk memusnahkan sediaan padat seperti 

tablet. Namun, untuk sediaan farmasi cair dapat dimusnahkan oleh pihak 

Puskesmas secara mandiri. Untuk periode pemusnahan di Puskesmas 

Karangmalang rutin dilaksanakan tiap 3 bulan. Pemusnahan obat secara 

mandiri di puskesmas dapat dilaksanakan apabila puskesmas telah 

bekerjasama dengan pihak ketiga. Rumah sakit merupakan salah satu pihak 

ketiga yang dapat diajak bekerjasama dalam pengelolaan limbah obat. 
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Pemusnahan obat melalui pihak ketiga dilakukan dengan incenerator 

(Nurfitria et al., 2022). Kegiatan penarikan sediaan farmasi yang tidak 

sesuai standar oleh pemilik izin edar masih memperoleh tingkat 

implementasi yang kurang. Widiasih et al. (2018) dalam riset nya 

menyatakan bahwa kejadian obat rusak lebih banyak terjadi di gudang 

farmasi kabupaten/kota dibandingkan di puskesmas. Oleh karena itu 

penyebab masih rendahnya implementasi penarikan sediaan farmasi dan 

BMHP yang tidak sesuai standar kemungkinan karena kejadian penarikan 

obat jarang terjadi. 

g. Pengendalian Sediaan Farmasi dan BMHP 

      Pengendalian adalah kegiatan mencegah terjadinya kekosongan stok 

obat dan penumpukan obat dengan cara mengontrol LPLPO bulan 

sebelumnya (Mardiayana, 2021). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui 

bahwa proses pengendalian telah dilaksanakan sesuai standar dengan 

kategori baik (96,8%). Pengendalian persediaan di Puskesmas Kota 

Semarang dilakukan dengan mengecek kartu stok, sedangkan 

pengendalian pada sediaan farmasi kadaluarsa yaitu dengan memberikan 

tanda pada obat yang kadaluarsa nya dibawah 1 tahun serta menempatkan 

obat yang telah kadaluarsa dan obat rusak ke dalam box karantina. Hasil 

riset ini searah dengan riset Pangemanan et al. (2021) yang mana kegiatan 

pengendalian dalam riset tersebut telah dilaksanakan sesuai standar dengan 

kategori baik, dimana sediaan farmasi dan BMHP diatur persediaan nya 

agar tidak terjadi kekosongan dengan cara melakukan pembelian 
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persediaan menggunakan dana JKN. Sedangkan pengendalian penggunaan 

obat dilakukan dengan mengembalikannya ke dinas kesehatan 

kabupaten/kota apabila terdapat stok obat berlebih. Pengendalian terhadap 

sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak dilakukan dengan cara 

memisahkan obat yang kadaluwarsa atau rusak kemudian melaporkan nya 

ke Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memperoleh 

jadwal pemusnahan (Hamdani & Indrawati, 2022). Puskesmas Wolaang 

melaksanakan pengendalian dengan cara memeriksa secara rutin ED obat. 

Kekurangan obat dari pengadaan oleh instalasi farmasi kabupaten dapat 

diatasi dengan melakukan pengadaan mandiri dengan menggunakan dana 

JKN. Selain itu, agar tidak terjadi kekosongan obat dapat mengajukan 

permintaan buffer stock (Asnawi et al., 2019). Pada proses pengendalian 

salah satu kegiatan yang menyebabkan masih kurangnya implementasi 

yaitu pengendalian terhadap penanganan sediaan farmasi yang hilang. 

Hamdani & Indrawati (2022) dalam riset nye menyatakan bahwa sering 

terjadi kejadian obat hilang di Instalasi IGD di Puskesmas Karangmalang, 

Kota Semarang. Sehubungan dengan itu dapat dimungkinkan kurangnya 

implementasi pada kegiatan penanganan sediaan farmasi hilang adalah 

disebabkan karena pernah terjadi kehilangan obat yang tidak ditangani 

dengan benar. Sediaan farmasi yang hilang dalam penyimpanan dapat 

ditangani dengan melaporkan nya ke pinak BPOM (BPOM RI, 2019). 

h. Administrasi Sediaan Farmasi dan BMHP 
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      Administrasi yakni terdiri atas kegiatan pencatatan dan pelaporan. 

Pencatatan adalah kegiatan memantau keluar masuknya obat di puskesmas. 

Sedangkan pelaporan adalah kegiatan mencatat dan mendata perlengkapan 

kesehatan, tenaga kefarmasian dan pelaksanaan kegiatan kefarmasian yang 

dibuat untuk diserahkan kepada orang yang berkepentingan (Kemenkes RI, 

2019). Berdasarkan hasil riset dapat diketahui bahwa proses administrasi 

telah dilaksanakan sesuai standar dengan kategori baik (100%). Pada 

Puskesmas Kota Semarang dilaksanakan administrasi secara digital 

melalui SIMPUS. Hasil riset ini searah dengan riset Manumpak et al. 

(2022) yang menunjukkan bahwa kegiatan administrasi telah dilaksanakan 

sesuai standar dengan kategori baik. Pencatatan pemakaian obat selalu 

dilaksanakan agar tidak terjadi kendala saat pelaporan tiap bulannya, 

pencatatan ini menjadi syarat untuk mengajukan permintaan obat bulan 

selanjutnya ke instalasi farmasi kabupaten/kota. Sedangkan pelaporan 

persediaan obat dilakukan setiap tiga bulan sampai dengan satu tahun. 

Laporan bulanan yang harus disampaikan kepada dinkes meliputi LPLPO, 

laporan imunisasi, laporan KIA, laporan data kesakitan, laporan 

pemberantasan penyakit menular, laporan gizi, serta laporan bulanan 

kegiatan puskesmas. Sedangkan untuk laporan tahunan meliputi laporan 

tahunan data peralatan, laporan tahunan data kepegawaian, dan laporan 

tahunan data dasar (N. D. Suryani, 2013). 

i. Pemantauan dan Evaluasi Sediaan Farmasi dan BMHP 
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      Pemantauan yakni kegiatan mengamati perkembangan perencanaan 

obat, mengidentifikasi dan mengantisipasi setiap masalah yang mungkin 

timbul, sehingga dapat diambil tindakan sesegera mungkin. Evaluasi 

adalah seperangkat prosedur untuk mengevaluasi tentang pencapaian yang 

telah didapat (Ulfa & Chalidyanto, 2021). Berdasarkan hasil riset dapat 

diketahui bahwa proses pemantauan dan evaluasi telah dilaksanakan sesuai 

standar dengan kategori baik (98,52%). Puskesmas Kota Semarang 

biasanya di pantau dan evaluasi oleh Dinkes Kota Semarang, instalasi 

farmasi, atau BPOM. Hasil riset ini searah dengan riset Najoan et al. (2019) 

dimana kegiatan evaluasi dan pemantauan ada dua, yang pertama yaitu 

evaluasi dan pemantauan secara internal. Secara internal evaluasi dan 

pemantauan dilakukan terhadap pengelolaan kemudian dinilai oleh kepala 

puskesmas. Sedangkan untuk evaluasi dan pemantauan yang kedua ialah 

secara eksternal. Evaluasi dan pemantauan secara eksternal dilakukan 

melalui kegiatan monev yang diselenggarakan oleh dinkes kabupaten/kota. 

Kegiatan pemantauan dan evaluasi di Puskesmas Kota Semarang masih 

belum diimplementasikan dengan sempurna, hal ini disebabkan karena 

kegiatan pemantauan dan evaluasi belum dilaksanakan secara rutin. 

Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara rutin dapat 

menghindari adanya kesalahan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan 

BMHP, memperbaiki, dan memberikan penilaian terhadap capaian kinerja 

pengelolaan (Kemenkes RI, 2016). 
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      Standar pelayanan kefarmasian dalam aspek pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP telah terlaksana sesuai PMK No. 74 Tahun 2016 

dengan persentase implementasi 96,83% dan masuk dalam kategori baik. 

Namun masih ada beberapa kegiatan yang belum diimplementasikan 

secara keseluruhan, salah satunya yaitu pada kegiatan penarikan sediaan 

farmasi yang tidak sesuai standar. Standar pelayanan kefarmasian yang 

diimplementasikan dengan baik dapat meningkatkan mutu pelayanan dan 

kepuasan bagi setiap pasien (Muninjaya, 2015). Namun apabila tidak 

dilaksanakan sesuai dengan standar dapat mengakibatkan pemakaian obat 

yang tidak tepat guna, banyak terdapat obat kadaluarsa serta tumpang 

tindih anggaran (Wahyuni, 2021) 

      Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu belum diketahui secara pasti 

alasan terkait tidak terlaksananya pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP 

di puskesmas. Hal ini disebabkan karena peneliti fokus pada frekuensi 

tingkat implementasi, sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat 

menambahkan kolom untuk menuliskan alasan mengenai jawaban yang 

diberikan pada tiap kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan 

BMHP di puskesmas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

      Beralaskan pada hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 

implementasi standar pelayanan kefarmasian dalam aspek pengelolaan sediaan 

farmasi dan BMHP di Puskesmas Kota Semarang telah terlaksana sesuai PMK 

No 74 Tahun 2016 dengan persentase implementasi sebesar 96,83% yang 

mana termasuk dalam kategori baik. Namun masih terdapat beberapa kegiatan 

yang belum diimplementasikan secara menyeluruh, salah satunya yaitu pada 

kegiatan pemusnahan dan penarikan. 

5.2. Saran 

1. Dalam melakukan pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP diharapkan 

apoteker puskesmas dapat menjaga serta meningkatkan 

pengimplementasian standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan metode penelitian 

kualitatif juga sehingga dapat diketahui alasan mengenai jawaban yang 

diberikan pada tiap kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan 

BMHP di puskesmas. 
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